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BUPATI BARRU, 

• 
• 

Mcmmbang 

Mengingat 

bahwa untuk menind11.lclanjuti dim mel:<ikMnakAn 

kctcntuan Pasal 29 Pereturen �sidcn Repubhk Indonesia 

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Alruntabilitas Kinerja 
lnstansi Pemerintah, maka perlu menct9.pkan Peratwan 

Bupati tentang Pedoman 1::valuas, Atas lmplcmcntaar 

Sistem l\kuntabibtas Kinerja lnstansi Pemcrintah Lingkup 

Pernerintah Kabupat.en Barru; 

I. Undang-Undang Nomor 29 T&hun 1959 Tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat 11 di Sulawesi 

(Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Ttunl111.h1tu 

Lemba.ran Negara Nnmnr 1822) ; 

2. Undang-undang Nomor 28 Tnhun 1999 tentang 

penyetenggaraen Negara yang bcrsih dan Bcbtt� 
Korupsi, Kolust '1an NepotiMme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Ta.mbahun 

Lembaran Negara Nomor 3851) scbagairnnna tclnh 

diubah dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 
tentang Kom10,1 Pemberant.asun Tmdak Pi<.luna Koruµs, 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 137, Trunbuha.n Lernbe.rarr Negara RI Nomor 

4250); 
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tcntang 

Pcmbentukan Peraturan Perundang-undan�an 

• 
(Lembanm Negara Republ.ik Indonesia Tnhun 2011 



• 
• 

' 
• 

Nomor 82, Tambahan Lemba:ran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Jahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana tel� diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tal-.un 2015 tentang 

Pcrubahan Kcdua Atas Undang-Undang NorTl.or 23 

Tahun 2014 Tentang Pcmerintahan Daerah (t�mbaran 

Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia 

Nomor 5679); 

5. Pcraturan Pcmenntah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan Dan Klnerja lnstanei Pt;merintah 

(l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tarnbahan Lembaran Negara Rcpublik 

lmJom:sia Nomor 4614); 

Pemturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan Dan Pengawasan Penyeknggaraan 

Pemcrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

7. Peraturan Prcsiden Repubhk Indonesia Nomor 29 

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitae Klll.erJa 

Instansi Pemerint.ah [Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); 

8. Peraturan Ment.en Daiam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tatacrua Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluaai 

Pe\a.ksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Bcrita 

Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 0 Nomor 517); 

9. Peraturan Mcntcri Pendayagunnan Aparatur Negara 
dan Rcfonnasi Brrokra,11 Rcpul>lik Indonesia Noma.- 53 

' Tahun 2014 ten tang Petunjuk Tekms perjanjran 

Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata C..ra Reviu At.as 
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lApornn Kmeryalnst.ans1 Pemenntah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 201<\ Nomor 18<\2); 

10. Peraruran Menteri Pendayagunaan Aparatur NcK<1fd. 

Dan Reformasi Birokrasi Repubhk Indonesia Nomor 12 
Tahun -2015 tentang Pcdoman Evaluasi Atas 

' 
lmpelementasi Sistem Akuntal.,ilitas Kiru:rja lnstansi 

Pemerintah (Senta Negara Repubhk Indonesia Tahun 

2015 Nomor986). 

MEMUTUSKAl'f: 

Menetapkan ; PEDOMAJI 

SISTEM 

EVALUASI 

AKUNT ADll.lT AS 

ATAS lMPLEMENTASl 

IRSTANSI KINERJA 

• 

' 

• 

PEMERilfTAH LINGKUP PEMBRINTAH KABUPATEN 

BARRU. 

Pasal l 

Dalam Peraturan Bupau rm yang dunaksud dengan . 

l Daerah adalah Kabupaten Barru. 

2 Pemenntah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupatcn Barru. 

3. Bupati adalah Bupati Barru 

4. lnspcktorat adalah Jnspcktorat Kabupaten Barru. 

5. lnspektur adalah lnspcktur Kabupaten Barru. 

G. Satuan Kerja Perangkat Oaerah yang sddnjutnya dismgkat SKPD adalah 

pcrangkat daerah pada Pemenntah Daerah selaku pcngguna 

anggaran/pengguna barang 

7 EntJ.tas Akuntab1litas Kmcrje SKPD adalah unit mstnnsi pemenntah 

daerah selaku pengguna/kuasa penggnna anggaran yang melakukan 

peocatatan, pengolahan, dan pelaporan data Kinene. 

8 Sistem Akuntabilitas Kincrja lm1tansi PemerL"ltah, yang selanjutnya 

disingk.aL SAKI?, adalah rangkruan sistematik dari berbagai aktifitas, 

:>1:at, rlRn pro11Nlur .i,ang dinmcang untuk tujuan penetapan den 

pengukuran, pengumplllan data, pengkasifikasmn, pengskhnsaran. dan 

pdaporan kinerja pada lnatanea pemenntah, dalam rangka 

pertanggungjawaban dan peningkauin ktnerja 1nsta.nsi pemcrintah. 



9. Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah adalah pe?Wttjudan kewaJtban 

suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan 

• 

• 

keberha::ulan dan kegagalan pclaksanaan program dan kegiaum yat,K 

diamanatlmn para pcmangku kepentmgan dalam rangka mencapai mfai 

orgarueaei aecara terukur-d�gan saea.ran dan target kineIJll yang tclah 

ditetapkan melalui laporan kinerja inxtanai pemerintah yang disuaun 

secara pertodtk. 

10. Pcdomun Evo.luo.ai Atns Implcmento.si SA.KIP adalah panduan bagi 
evalualur d.Uam pelak1$1.1.llttan i:valuasi SA.KIP. 

11 Evaluasi Atas lmplementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang 

eietematie. pembenan nilru, atribut, apre!lia"i, dan pengena!Em 

permasalahan, �rlil pemberian 1,1ulu�i 11Las maealah yang <.htemukan 
untuk tujuan pcnmgkat.nn akuntabihtas dan k.inct;ia instansi/unit kerja 
pemenntah. 

12. Luporan Kim::rja !nstansi Pemcrinta.h yang s,:lanjutnya disebut l,Kj 

adalah dokumen yang berisi garnbaran pcrwujudan Akuntabilitas 

Kincl')a SKPD yang disusun dan disampaikan secara sistcmatik dan 

rueiembega. 
13. Laporan Has1l l!:valua:,ii yang sclanjL1tnya disingkat LHE adalah laporan 

Jnspcktorat yang mcnyajik.a.n \nformas1 pelaksanaan SAK.IP dan 'evatunet 

ata:s kincl)a SKPD yang dicvaluasi schingga diperolch data scbuga.i 

bnhan pcrba.ikan. 

Pasal 2 
Pcdoman Evaluasi Atas lmplcmcntasi SAKIP mcrupakan panduan bagi 

evaluator yang bcrkaitan dengan: 

a. pcmaha.man rncngcnai tujuan cvaluasi dan pcnctapan runng lingkup 

evatuast; 
b pcmahaman mengcnai stratcgi cvaluasi dan metodolcgi yang drgunekan 

dalarn cvaluasi; 

c pcnctapan langltah 1ecrja yeng harus diternpuh dalam proses evaluasi; 

d= 
d. pcnyusunan LI IE dan mekanisrnc pelaporan ha:nl cvah..iruii sertu proses 

pengolahan datanya 



-, . ' 
Pasal 3 

11) lnspcktorat melaksanakan Evajuasi At.as lmpelementasi SAKIP enutas 

akuntabllltas kmerie SKPD/ Unit KelJa lingkup pemenntah Kabupaten 
Barru. 

[2) Evaluasi AUis lmpk,nentiisi·SAKIP sebagalmana dimaksud pada ayat (1) 
dtlaksanakan palmg rendah satu kali cia1am satu tahun. 

(3) Pdaksanaan E-mluasi Atas lmplementaa: SAKIP mcnggunakan Ken.as 

Kerja Evaluaai. 

{4) Kertas Kerja Evaluasi scbagaimana dirilllksud ayat (J) drtctapkan 

rlengan Keputusan lnspektur. 

(5) Hasil Evaluas1 Atas !mplementasi SAKlP ,:,cbagaimana dimaksud pada 

ayat (I) dituangkan dalam bentuk LHE yang drtandatangani oleh 

penaggungjawab evafuasr SAKIP. 

16) Sistematika LHE ditetapkan dengan Keputusan lnspektur. 

(7) Rencana kegratan Evaluasi At.as r-nptcmeruas, SA.KIP >,el,ai,;a,rnana 

dunaksud pada ayat {l) dituangkan dalam program xena pcngawasan 

tahunan dan dananya dibebankan dalam dokumen pelaksanaan 

anggaran lnspcktorat Kabupaten Barru. 

(81 Petaksanaan l!:valuasi Atas lmplementasi SAKIP sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) mengacu pada Pedoman Evajuasi Atas lmplementasi 

SAKIP. 

Pasal 4 

Sistematikn Pedoman Evaluas, Ataslmplementasi SAKIP sebagrumnna 

dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas 4 [empat) Bab, yditu. 

a. BAB I : PENDAHULUAN 

b. BAB II : PERENCANAAN EVALUASI 

c. BAB Ill . PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASJ SAKIP 

d BAB IV : PE:LAPORAN HASIL EVALUASI 

e BAB V · PENUTUP 

Pasal 5 

Uraian Pedoman Evaluasi Alas lmplementasi SAKJP seh:>.gaimana dm111k«url 

dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiron yang merupnknn bugiun udak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati im. 



' 

Pasal 6 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 

Agar �tiap orang mcngetahuinya, mcmerinrabkan pengundangan Peraturan 

Bupatl mi dengan pcnempatannya dalam Bcrita Daerah K.a.bupalen Barru 

Ditt,tapkan di Barru 
pada tangge1 10 �rv�I fUJ17 

Pit 

- 
I S.u.EH 

• 

Diundangkan di Barru 
Pada TanggaJ 
SEKRETARIS DAERA.H KABUPATElf BARRU, 

NASRUDDll'I ABDUL MOTTALIB 

BERITA DA&RAH KABUPATER BARRU TAHUlf 2017 lfOIIOR 07 



• 

lAMPIRAN PERATURAN BUPATI BARRU 

NO MOR 

TANGGAL 

PEDOMAJI' EVALUASI ATAS IJIPLEIIEHASI &ISTEM AXUlfTABJLlTAS 

KllntRJA llf8TAll81 PIIDtRll'ITAH 

Ll1fGKUP PENP:Rlll'TAH KAll•JPATD BARRU 

BABI 
PEl'fDAHO'LUAJII' 

A. Latu Balab.il.1 

Pcnguatan alrunt.abilitas kincrja merupakan salah satu program yang 
dilaksanakan dalam rangka reformasi bifokrnsi untuk mewujudkan 
pemenntnhnn yang bersih dan bebee dtiri KKN, mcningkatnya kualitas 

pclayanan pub!i.k kcpada masyarakat, dan mcningk.atnya kapasita.a dan 
akuntabilitas ltincrja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini 

• 

- 

dilnksa.n.akon dcngan pcnerapan Siatcm Akunta.Uilitas Kinerja lnstansi 
Pcmcrintah (SAK.JP) sebagaimana dimak.sud dalam Pcraturan Pn:siden 
Nomor 29 Tahun 2014 tcntang SAK.JP. 

Untuk mcngetahui implementasi Sistcm Akuntabilitas Kincrja lnst.ansi 
Pcmcrintah {SAKJP) pada instansi pcmcrintah, eerta sekaligus 
mendorong pcningkatan kinerjanya, nu.lea perlu dilakukan suatu 
cvaluasi implcmcntasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mcndorong 

instansi pcmerintah linglrup Pcmcrintah Kabupaten 8amJ agar 
konsisten meningkatkan implcmentasi SAKlP·nya dan mcwujudkan 

cupaian kincrja (hai;il) inatansmya acsuai yang diamanahkan dalam 

RPJMD. 
Peiaksanaan evaluasi at.as unplementasi SAKIP harus dilakukan dcnga_n 

scbaik·baiknya. Untuk itu dipcrlukan suatu pcdoman evaluaai etas 

lmplcmcntasi SAKIP yang dapat dijadikan pan<luan bagi evaluator. 

Pcdoman cvaluasi at.as implcmentasi SAKIP ini, diausun scbagai 

pclaksanaan dllri Pcraturan Prcsiden Nomor 29 tahun 2014 tentang 

Sistcm Alruntabilitas Kincrja lnatansi Pemcrintah. 

Pedoman ini di1usun dengan makeud untuk mcmberikan pctunjuk 

umum dalam rangka evaluasi at.as implemcntasi SAKIP. Karena sifatnya 
umum. Pcdoman ini berisi tcntang pcrcncanaan evaluasi. pclaksanaan 
cvaluas,, dan pclaporan cvaluasi PDda setiap pcnugasan cva!uas, at.as 
implcmcntasi SAK.IP perlu dirancang dc&Un cvaluasi terxndiri berupa 

pctunJuk tekms pclaksanaan untuk mcmcnutn tujuan cvaluas, )ang 
dnetapkan. 



' 

• 

' . 
e, Pengertiau EvalW14i 

Evaluaai atas rmplementaai SAKIP Hrl11l;1h nknvims ana!tsis yang 
sistematis, pembenan _ruhi. ntribut, apresrasr, dan pcngcnalan 

• 
penuasalalum, serta pembenan solusi atas masalah yang ditemukan 

untuk tujuan pemngkatan akuntabihtas dan !onelJa instansllumt kerja 
pemerintnh. 

Dalam berbegai hal, evaluas! drlakukan mela.!m monitoring terhadap 
sistem yang ada, namun adakalanya cvaluasi tidak dapat dilakukan 

hnnya denga.n menggunaksn mfonnasi yang dihasilkan oleh s,stem 

mformasi yang ada pada instansi. Data dari luar instansi/urut kerja juga 
sangat pentmg sebegai bahan anahs,s. Evaluasi dapat dilakukan dengan 

tidak harus tcrgantung pada kekngkapan clan keakwatan datu yang 
ada. lnformas1 yang memadai dapat chgunakan untuk mendukung 
argumentasi mengenai perlunya perbrukan. Penggunaan data untuk 

evaluasi dipnonta:;kan pada kecepatan memperoleh data dan 
keguna.annya. Dengan demilrian, hasrl evaluasi akan lebih cepat 
d,pcroleh dan tindakan perbaikan dapat segeru dtlokuknn. 

Bcrbcda dengan audit, evaluaai lebih memfokuskan pada pengumpulan 
data dan analisis untuk membangun argumentasi bagi perumusan 
saran/,;,:komcndasi perbarkan. Sifat cvaluasi lebih persuasif, anabtlk, 

dan mcmpcrhaukan kemungkinan penerapannya. 

C. Tujuan Evalua•i 

Tujuan evaiuasr atas implementasi SAKIP dapat drtenrukan setiap tahun 

seauar dengan kebijakan evaluasi yang duetapkan Tujuan dan Sasaran 

cvaluasi aangat tergantung pada para pihak pengguna basil evaluasr dan 

kebijakan pimpinan instansi/urtlt kena yang dlberi wewenang untuk 

melakukan evaluasi, dengan mcmpertirnbangkan berbagai kcndala yang 

ada. 

Secara umum, tujuan cvaluasi atas implementasi SAKIP adalah untuk: 

1. Memperoleh mformasi tentang implcmentas1 SAK.JP. 

2. Menilai tingkat 1mplementas1 SAKIP, 

3 Membenkan saran pcrcaskan untuk pemngkat.an rmplementasi 
SAKlP 

11. Mcmomtor tmdak lanJut n::komendasi hasil evaluasi pcnodc 

scbelumnya. 



• 

- ' - 

D. Ruan1 Ll.nckup Evalu.ul 

Rurmg )mgkup evaluaai _at.as impkmcntasi SAK.IP mcliputl kegtatan 
' evajuasr terhadap pcrencanaan kmeqa dan perjanjian kincrja tcrmasuk 

penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan 
kegiat.nn, pcngukuran kincrja, pcla:poran kincrJa, cvaluasi internal scrta 

pencapaian kinerja. lnformasi kmerja yang dtpertanggungjawabkan 

dalam laporan kinelJa bukanlah satu-satunya yang digunakan dalam 

mcncntukan nilai dalam cvaluasi, aka.n tc:taoi juga tcrrnasuk berbagai 
ha! (lmowll'dgel yang dapat citnmpun guna mengukur kcbcrhasttan 

ataupun keunggulan mstanai. 

Dalam pencmpannya, lmgkup evaluasi atas lmplemcntasr SAKIP 

mcncakup: 

l. Penilaian terhadap pcrencanaan etrategie, tcrmasuk di dalrunnya 

perjanjian kiuerja, dan "isl.em pengukuran kinerja; 
2. Penilaian terhadap pcnyanan clan pengungirnpan inforrnasr kinerja, 
3. Evaluasi terhadap program dan kcgiatan; dan 

4. Evaluasi terhadap kelnjakan insl.ansi/unit kerja yang bersangkutan . 

Untuk kr:berhasilan pelaksanaan evaluasi, terlcbih dahulu perlu 

didefirus,knn kepentingan pihak-pihak pcngguna informasi hasil 

evaluasi Infonnasi yang dihasrlkan dari suatu evaluasi yang dapat 
drakses, antara lam mencakup: 

1. Infonnasi untuk mcngctahui bngkat kcmaJuan/perkembangan 

(progres); 

2 !nformasi unruk membantu agar kegiatan tctap berada dalam 

alurnya, dan 

3 Informasi untuk meningkatkan efisiensi. 

Perumbangan utama dalam mcncntukan ruang lingkup evaluasi 

tcrhadep kebijakan, program, atau kegiatan pemcrintah adalah 

kcmudahan dalam pelaksanaan dan dJdukung o\eh sumber daya yang 

tersedia. Pertimbangnn ini menipnknn kom1ekuen<i1 logia karcna adanya 

ketcrbatasan sumber daya. 



-·- 
K«ongJ<a k<n• "'"'"""' •�• iropl<•""�'' sA!(!P ,ccan, umum 

digiunbaf\tlln sebog&,i bcriltUt 
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BABil 

PERENCANAAN EVALUASI 

A. Deuln Evll1uasl 

Dalam mclakukan evaluasi', perlu iliperhabkan beberapa kendala 

Iconatraint] yang eecera umum dihadapi oleh evaluator. Kendala- 

kcndala tersebut adalah waktu, dana, orang/persom.l yang kompeten 
dalam melakukan evaluaei, \oka.si, dan fasrhtas yang mcndukung 

pelaksanaan evajuasr. Persrapan ylillg malling ,;cbclum mcluk:11u,ukan 

evaluaet depat d1lakuk11.n dengan rm-nyu sun d,:,:smn evalu11�, yang baik 

agar pelaksa.naan dopat bcrjalan dcngan lancer dan bcrhasil. 
Desain cvaluasi mcrupakan kegiato.n yang pada 
mcngid entifikaaikan: 
I. Jems infcrrnasr evaluaes yang perlu discsuaikan dengo.n tujuan 

cvaluasi, misolnya. deskripsi, pertimbanga.n profesional ijudgement), 
dan interprets.si, 

2. Jcnis pembandingan yang aka.?1 dilak:uluu1, 8Ci$UW dengan jcnis 
cvaluasi (cvaluasi kelayakan, evafuast efisiensi, dan evaluasi 
cfcktivitas) yang rneaing-meemg memer!ukml jenis pembundingon 

yang berbeda, sehingga memerlukan ecsatn yang berbeda. 

Elemen-elemen desain yang harus dipertimbanglcan secara spesifik 

sebelum pcngumpulan ir.formasi adalah: 

1. Jcnis infonnasi yang akan diperolch; 
2. Sumber informasi (misalnya, tipc responden); 

3. Metodc ytwg a.luw digunukan dalam mclakukan uji pctik (misalnya, 

random sampling); 

4. Metode pcngumpulan informasi (misalnyn, struktur wnwo.neara dan 

pembuatan lruesloner); 
5 Waktu dan frekuensi pcngumpulan informMi; 

6. Dasar untuk rnembandingkan hasil dengan atau tanpa program 

(untuk pertanyann tenta.ng dampak atau hubungan sebab-akibat); 

dan 

7 Anali!:lls percncanaan. 

Kegiatan penyueunan desain evaluaar pada akhimya akan menentukan 

mctodologi cvo.lunsi do.n tckn1k cvaluasi. 

1. Metodolocl En.luasi 

Metodologi yang digunakan dalam evajuasr atas implementasi SAKIP 

adalah metodologi yang pragmatis karcna disesuaikan dengan tujuan 

evaluast yang telah ditc:tapkan dan mempertimbangkan kcndaln yang 

intinya 



• 

_,_ 

eda. Dalam hal ini, evaluator perlu mcnjelaskan kclemahan dan 
kclebihan melodologi yang digunti.kan kepada pihak yang dievaluasi. 
Langkah pmgmatis �i diarnbil agar dapo.t leblh. cepal menghasilkan 
rekomendasi hasil evaiuasi yang memberikan petunjuk untuk 
perbaikan implementasi SAKIP dan peningkatan akuntabrlitas kinerja 
inst'lns, pemenntah. 

2. Telml.k �ua•I 

Berbagal teknik evalua si yang digunakan oleh evaluator tergantung 
pada: 

a. Tingkatan tat.arun (context) yang dievaluasi dan bidang (content) 
permasalahan yang dievaluasi. 

I) Evaluasi pada tingkat kcbijakan bcrbeda dengan evaluasi pada 
tingkat pelaksanaan program. 

2) Evaluasi terhadap pelakaano.o.n program bcrbeda pule dcngan 
evoluasi tcrhadap pelakswu:U:Ul kegiatan. 

b. Validitas dan kctcrsedi.ean data yang rnungkm dapat diperolch. 
Berbagai teknik evaluo.si dapat i.Jigunakan, namun yang terpenting 
adal.ili dapat mcmenuhi tujuan evatuao. Teknik-teknik t.ersebut 
antara lain adalah telaah sederhana, survci eederbana sa.mpai eurver 
yang detail dan mendalam, vcrifikasi tl11.1.t1., riset tcrapan {applied 
research), berbagai analisis dan pengukuran, survei target evalunai 

(target group), metodc statiatik, metodc statistik non-parametrik, 
pcmbandingan (benchm1trking), analisa lint.as bagian lcros!'I 11CCtio11 

analysis), analisa kronclogis jtimc series anaiysia), tabulnsi, pcnyajian 
pcngolahan data dcngan grnfik/icon/s1mbol-s1mbol, dan scbagamya. 

B. PoqofpDIM1iaD Enlaui 

Pengorcrutlsasian cvalualli mcrupllQn aktlvitas yang dirnulai eebetum 
pelakeanaan evaluasi yang bcrtujuan untuk mempcrsiapkan segala 
eeeuetu yang dipertukan dalo.m melakukan evaluaai. 

Sccru-a garis bcsar, kcgiaum pengor,Q;anisasian evaluasi � meliputi 
kcbutuhan swnbcr daya manusia evaluator, pcrencanaan cvnluasi, 
pelaksanaan evaluasi, dan pengendalian pdaksanaan evitluasi 
l. Kebuhui.an SDM Evalllator 

Hal terpcnting dalam pclaksanaan evaluasi adalah ketersediaan SDM 
sebagai evaluator. Kualitas SOM evaluator menjad, pemicu u,tarna 
kebcrhasilan pelaksanaan evaluaal yang bcrkualitas. Pcrsyaratan 
evaluator mcncakup: 



• 

• 

., . 

a) Tclah mengikuti pelanhan/bimbingan telmis tentang Sistcm AKIP; 

b) Tclllh mc:ngilruu pelntihan cvaluasi pencrapan SAKIP. 

Kcdua jen.is pcrsyara.ta.o terscbut dapat ditunjukkan dengan adanya 
• !lt:rtifikat tclah mcngikuti pel9.tihan atau sctidaknya surat tugas untuk 

mengikuti (dan tcleh mengikuti] kcdua pctatihan tersebut On.lam hal 

kcdua persyaratan tcrscbut belum terpenuhr, maka sampru tahun 
2016 sctitbknya evaluator yang ditugaskan untuk mc:lakukan 

evaluasl SAK.JP (muht.i dwi anggoUt r.im sampai dcngan pcnanggung 
jawab evaluasi) telah mengrkuti pelauhan di kantor sendiri (in house 
training) di maeing-maeing APIP. 

�. Penncanu.n En.luu.l 

Pcrencamum evaluasi mcrupakan bagian yang pcnting dalam proeea 
evalunsi, karena kcberhasdan dalam melaksnnakan c:valuasi sangat 
tc:rgantung kepada pcrcncanaan cvaluasi. Di samping iru, 
pcrencanaan evalu.asi a.kan mcmbcrikan kerangka kcrjn (fmmcwork) 
bagi acluruh Lingkatan manajcmcn pihak evaluator dala.m 
mclaksanakan prose11 evaluasi. 
Sccnra gan8 besar, tcn:lapat bcbcrapa hal penting dalam 
mcrcncanakan evaluasi. yairu: 

a. Pengidentifilc.ii.sian pcngguna hasil evaluasi, 

b. Pemilihan pertanyaan evaluasi yang pcnting, 
c. Pengidentifikasian infonnasi yang akan dihasilkan, dan 

d. Sistem komunikusi dengan pihak yang terkait dalam kegiata.n 
evaluael. 

l'erencanaan cvaluasi atas implcmentasi SAKJP dapat dikategorikan 
ke dalrun bert)Qgai tingkatan evaluasi, yairu: 

a. Evaluul &ederbana [desk evalustion), yaitu evaluaai yang 
dilakukan di kantor tanpa mcoguji kcbenarnn dan pcmbuktian di 

lapw,gan, reviu, da.n tcbu,.han ates SAKIP (reviu dokumen Renstre 

dan Laporan Kmerja). Evaluasi ini da.pat mc!iputi evaluasi atas 

pengungkapo.n dan penyajian Iufcrmaai dalam La.poran Ki.ncrja, 
mi:Mllilya: kesclarasan antar komponcn dalam pcrencanaan 
strategis, 1ogi.ka program, dan logika strategi pemeeo.hnn masnlah 
yang direnc:,uiakan/diu11ulkan. 

b. ir..ln.ul tertt.tQ, misalnya untuk mcng('tahui kemajuan dalam 

implementas, SAKIP atau unruk mengevaluasi akumabduas 

kmcrja imstansi/unit kcrja yang terbatas pada penclitian, 
pcngujian, dan penilaian atas kineqa program tertenru. Evajuasr 
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101 menggunakan !angkah-langkah evaluasi sederhana ditambM 

bcrbaga.i konfinnaai dan penelitian, pengujui.n, dan pcnchuan 
terbatas pada programykegiatan tertenru. 

' c. En.laaai lle1u:lalam (in-depth evaluation atau disebut evaluasi 

saja), sama sepern evaluasi pada butir a. dan b. ditambah 

pengujian dan pembuktian di lapangan tentang beberapa hal yang 
dilaporkan dalam Laporan Kinerja. Walaupun evaluas, ,n, t,dak 

dilakukan terhadap seluruh elemen, unit, atau kebijakan, 
program, dan kegiaum instans1/umt keqa, nnmun dari UJi petik 

(samplmg) at.au pemilihan beberapa elemen yang dilaporkan daJam 

l.aporan Kincrja dapat dilakukan pcngujian dan pembuktian 

secara leblh mendalam. 

3. Pel�naan Evalu.ul 

Kegiatan pclaksanaan evaluasi mdiputi beberapa tahap, yaitu: 

a. Pcngumpulan, analisis, dan mterpretasr data 

Kegiatan utama dalam pelaksanaan evaluasi adalah pengumpulan 

dan analisis data serta menginterpretaeikan hastlnya. Hal ini sesuai 

dengan tujuan evaluasi atas implementa.si SAKIP, yaitu untuk 

mernberikan kcyakinan bahwa evah.asi yang dtlakukan oleh 

instansi/unit kerja tetah memadai dan memberikan saran at.au 

rekomendaai guna pemngkatan akuntabihtas kinerja 

Keterscdiaan data sebagai bahan cnll.uasi sangat membantu 

evaluator dalam menjalankan tugas. Namun, dalam kenyataannya 

dapat terjadr data yang drperlukan oleh evajuator tidak sduruhnya 

tcrscdia di instansi/un1t ke!]a yar.g d,evaluasi. Dengan kata lain, 

evaluator harus melakukan kerja ekstra untuk memperuleh data 

yang diperlulran. Apabila hal ini terjadi, evaluator harus pandru 

menggunakan waktu agar tidak terfckus po.da satu kegiatan, 

schingga kegiatan yang lam yang d!.per!ukan tidak dilaksanakan. 

b. Penyusunan draft Laporan Hasil Evaluasi (LHE) 

Pcnyusunan draft LHE biasanya dilakukan o!eh ketua rim evaluasi. 

&bclum menyusun draft LHE evaluator, pengendah tcknis, 

pcgendali mutu, dan penanggung jawab evaluasi teleb menyetujui 

pcrmasalahan yang d!pcroleh t1!n " 
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c. Pembahasan dan reviu draft LHE 

Mesk,pun sebdum penyusunan drnft LHE telah di!!dakan 

pcrtemuan antara pihak yang ter!ibat dalam tim evaluast dengan 
pihak yang dievaluasi; dalam penerapannya sering terjadi 
pembahasan draft LHE secara bersama. 

d. Finalisasi LHE 

Fmalrsaar LHE merupakan tahap akhlr da.am penuusan laporan 

Hal in1 dilakukan setelah adanya rcviu dari pihak-p,hak yang 
bcrwenang terhadap draft LHE yang telah disusun sebelumnya. 

e. Penyebaran dan Pengomunikastan LHE 

Penyebaran LHE sebniknya dtlnkukan secera langsung dcngan 
mengomunikasikan hal-hal yang penting dan mendesak. Untuk 

mendapatkan respon atau tmdakan dart para pengambil kcputusan 

pada instansi/unit kerja yang drevaluaal. 

4, hDgend•Jl•n En.luaal 
Pengendalian cvaluasi dimaksudkan untuk menjAg11 agar evaluasi 

berjalan sesuai dengan rencana. Kegiatar, tni dilukuko.n agar preses 

evaluasi tetap terarah pada kc:simpulan yang bermanfaat, scsuai 

dengan target, tepat waktu, serta tepat biaya. Mekarusme 

pengendalian yang dapat dilakukan ant.urn lain scbagni berikut: 

a. Melakukan pertemuan berkala antaraseeame, um peteksane 
evaluasi (misalnya mingguan, due mingguan, ut.au bu!ananl. 

b. Melekmmn pertcmunn dengan oihak lain yang terlibnt dnlam 

evaluasi (misalnya pengendali teknrs, oengenoah mutu, dan 

penanggung Jaw ab evaluasi). Biasanya frekuensi pertemuan dengan 

peiaksana evajuasr lebih sering dibandangkan pertemuan dengan 

pihak yang letuh unggr d1 luar petaksanen eveiuasi. 
Dalam ra.ngka untuk menjaga obyektivitas dd.!am penilaian make 

dilakukan re•,iu secara berjenJang atas proses dan h.isil evaluas1 dan ltm 

evaluator dengan pengaturan sebagar benkut: 

a. Reviu tingkat l dilakukan di masing-masing tlm evaluator oleh 

supervisor fun. 

b. Revtu tiugkat 2 drlakukan dalam bcntuk fomm panel, khusus 

untuk menentukan pemenngkatzn mla, dan penemuan kategori 
(rating} hasil evaluasi. 
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PELAKSAN'AAN BVALUASI ATAS IMPLF.MENTASI SAKIP 

A.SurveiPendahuluan 
1. Tajuan lkll Manfut SurTOi Pendahuluao 

Survei pendahuluan dtlakukan untuk memaharru den mcndapatkan 

gambaran umum mengcnai kegiatan/unit kerja yang akan drevaluass. 

1.1. Tujuan dun manfaal eurver penda'iuruan antara lam adalah untuk: 

Memberikan pemahaman mengenar ,nsrnnsi/unit k'!:rja y,mg 
dievaluasi. 

b. Membcrikan fokua kepada ha!·hal yang memer\ukan perhatian 
dalern evaluasi, dan 

c. Mcrencanake..n dan mengorganiaaaikan evaluasi. 
2. Jeni.a data dan IDformaal yang Dilmmpulkan pada suivei 

Pend.a.huluan 

Scsual dcngan tujuan d£m 1111.mftml aurvei pcncahutuan, beberapa 
data/infonnasi yang diharapkan diperoleh antara Jain mcngenai: 
o.. Tugo.a, fungsi, dan kewenangan in,tan�i/u:i.it kerja; 
b. Peraturan pcrundangan yang berkoltan dengan instansi/unit kerja; 
c. Kegiatan utama mstansi/unit kerja; 

d. Sumber pembiayaan instansi/unit kcrja; 
e. ststem mformasl yang digunakan; 
f. Kclerke.itan instansi/unit kerja at.au instansi/unit kerja atasannya; 

g. Perencanaa.n Strntcgis, Rencana Kmcrja, Rcncana Kcrja dan 

Anggaran, serta Perjanjian Kincrja yang dimihki mstam1i/unit kcrja 

ntau instanei/unit kcrja ataeannya; 
h. Laporan Kincrja instans1/unit kcrja; 
I Sistem pcngukuran kinerja dan menefemen kinerja pada 

umumnya; 

j. Laporan Keuangan dan pcngendallan; serta 

k. Hasil evaluasi dan rcviu pcnodc scbelumnya. 

Dalam tahapan survel pendahuluan prua evaluator hendakn�!\ ,tidak 
tcrjebak pada pcngumpulan data yang mendetrul, karene pad.a 
dasan,ya survei pendahuluan diritikberatkan untuk mcmahami 

instansi/unit kerjll yang akan dievaluast sc:cara umum dan hasilnya 

dtgunakan sebagai data awal dala.m merencanakan atau melakukan 

kegiatan evaluasi 
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3. Telm.ik Pe.ngumpu.t.n D•ta dan Inform.ul Su�l Pend.ahuluan 

Pengumpulan data dan mfcrrnasi padn survei pendahuluan dapat 
dtlakukan dengan bebcrapa cam., yaitu melalui engker fkucsioncr). 
wawancara, observasi, sludi dokumentasi, atau kombmasi Want.era 
beberapa cara reraebut. Sedangkan tcknik analisrs data antam kun: 
telaahan scderhana, bcrba.ga.i "anal1s,e dan pcngukuran, metode 
stntistik, pembandingan, analisis !ogika program dan sebegemya. 
a. Kueaioner merupakan teknik pengumpulan do.ta/infonnasi 

dengan menyera.hkan l'.Crangkaian da!lar pertanyaan yang akan 
diisi oleh !nstansi/unit kerja secara martdiri. Daftar pertanyaan 
yang akan diajuk:an dalam angkct dnpat bcroifnt terbuka maupun 
tertutup. Pertanyaan lcrbuka mcrupakan bentuk pertanyaan yang 

Jawabannya tidak disediakan, sehingga ff.!'lf)(')nden seeara mandiri 

mcngisi jawabannya. Pertanyno.n tertutup merupakan bcutuk 

pertanyaan yang jawabwmya lc!ah discdiWUUl, sehingga unggal 
mcmilih jewabsn yang tel.ah diacdiakan. 

b. Wawaocan. merupo.kan bentuk pcngumpulan data dan informasi 
yang dllakukan dengan pengajukan pertanyaun sccara langaung 
kepada responden, dan jawaban yang diterimn dnri respondcn 
dico.tat eecara langsung. Dalrun hul ini, eeorang pewawancara 
sebalknya mcnylapkan terlebih dahulu [adwat dun catatan 
mengenai hal-hal atau materi yo.ng akan rlit.a.nyakan. Hal pcnting 
lainnya yang harus dipcrsiapkan oteh pewawancara adalah arkap, 
penampilan dan perilaku yang mengarah. untuk dapet bekcrja 
sama dengan co.Jon respondcn. Untuk itu eecreng pewawancara 
hendaknya bersik.ap nctraJ dan tidak bcrusttha untuk 
mengarahkanJawaban atau tanggapan respondcn. 

c. Ot..a� o.dala.h tckruk pengumpulan data th,n informasi dengnn 
melakuken pengamatan terhadap kegie.tan suatu orga.nisasi. 
Observasi dalam pengcrtian sempit, yaitu obacrvasi dengan 
mcnggunakan alat indera seperti mengunJungi lokasi nrngka 
mengamati proses dan Jalannya kegmtan. 

d StudJ Dolru.mentui merupakan tekmk pcngumpulan data dan 

informa:u yang tidak """..,." lu.ngsung dttujukan kepada 
instansi/unit kerja dan organ1sasi yang dievaluasi. 

Dokumen yang digunakan dalam tahapan s�rvci dapat berupa 
co.tatan, \aporan, mauoun infonnasi lain yang berkaitan dengan 
instansi/unit kerja yang dievaluasi. 
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B. Eva.luaai Ataa lmplem.cntu.i Sakip 
l. Evaluaal ab.II komponen s.\KIP 

Evalu.ns, atas implementasi SAKIP difolruskan pada kriteria-kritcria 

yang telah ditetapkan dengan tetap mempcrhatikan hasil evaluasi atas 

irnplementaei SAKlP tahun sebelumnya, ma.lea isu-isu pcntmg yang 

ingin diungkap melalui cvaluasi atas implementa3i S/\KIP adnlah 

sebagai berikut: 

a Jnstansi pcmerintah/unit kcrja/SKPD dalarn mcnyusun, mcrt,viu 

dan menycmpumakan perencanaan kinerja bcrfokus pada hasil, 

b. Pembangunan sistem pengclruran dan pengumpulan data kinerja, 

c. Pengungkapan injormasi pencapaian kinerja; 

d. Monitoring dan evaluasi terhadap peneapa,sn kincrja pelaksanaan 

program, khususnya program stratcgjs; 

e. Kcterkaitan diantara sduruh komponen-komponcn perencanaan 

kmerja dcngan penganggaran, kcbijakan pelaksanaan dan 
pengendelien serta pelapomnnya; 

f. Capaian kinerja utama dari 

pemenntah/unit kcrja/SKPD; 

pemenntah/unit mStanSJ g. Tmgkat implementasi SAKIP 

kerja/SKPD; 

h. Memasukan disustmnya n::ncana aks; lcrhadap rckomendaa, basil 

e,·aluasi yang beium ditindaklanjuti. 

Evaluasl atas unplementasi SAK.IP, tcniiri atas evaluas, penerapan 

komponen manajcmcn klncl)a yang mcliputi: perencanaan kincrja, 

pengukuran kincrja, pclaporan kincrja, cva.luasi internal, dan ca.paian 

kincrja. 
Evaluasi penerapan manajemen kmcrja juga meliputi pcnerapan 

kebijakan penyusunan dokumcn penetapan kinerja dan md,kator 

kmerja utama (1KU) sampa.i saat d11akukan eva.lua.si .. 

Knteria yang ditctapkan dalam rangka evajuasr AKIP ini dituangkan 

dalam Lembar Kcrja Evaluasi (LKEJ. LKE ini menyajtkan komponen, 

bobot, :sub--komponen da.n butir-bulir pcnilaian. LKE uu juga 

dilengkapi dengen scpcrangka.t knteria pcnilaian untuk seuap buur 

pen,laian. 

2. Penil•i•• dul Peayilnpala.n 
a. Evaluasi atas alruntabilitas kinerja inatansi harua menyimpulkan 

ha<;il pentlaian atas fakta obyektlf In:stanl!II pcmerintah dalam 

meng,.mp!cmentasikan perencanaan kincrja, pengulrumn kmerja, 
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pclapomn kincrja, evaluasi kinerja dan capaian kim:rja sesuar 

dengan kritcria mas:ng-masmg komponcn yang ada dalam LKE . 
b. Langkah penilaian dilakukan scoo.ga.i benkut: 

1) Oalam meiakukan pcnileian, lcrdap11t liga variable yeiru: (i) 

komponen; (ti) sub-komponcn; dan (iul kntena. 
2) Setiap komponcn dan sub-komponen penilaian dibenknn 

alokasi nilai scbagai berikut: 

,o Komponen Bo bot Sub 

Komponen 
I Pcrencanaan 30% a Rcncana 

Kinerja Stratcgis 

/10%). 

rndiputi- 

Pcmcnuhan 

Renstra (2%], 

Kualitas 

Rcnstra (5%) 

dw 

lmplementasi 

Renstra (3%) 

b. 

Perencanaan 

Kinerja 

l'ahunan 

(20%), 

melipuu 

Pcmenuhan 
RKT (4%), 

Kualitas RKT 

(10%) dan 

lmplemen tasi 

RKT {6%f. 

. 2 -- 25% aPlemenuhan 

Kine1Ja ponguku= 

{5%) 

b.Kualita.s 
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Pengukuran 
. {12,5%) 

• e. 
!mplcmcnta.si 

. pengulcuran 

(7,5%1 

3 Pelaporan 15% a. Pemenuhan 
Kincrja pela.poran (3%1 

b. K\lalitaa 

p<lap<>ran 

(7,5%1 

e. Pemanfaatan 

pelaporan 
(4.�%) 

' Ev:1luo&i 10"- ' Pt-menu hon 

Internal cvalua.,i (2%j 

b. Kualitas 
e�-aluasi j5%) 

c. l'emanfaatan 

hasil evaluasl 

'''" 
5 Capaian 20% 

Kinerja a. Kincrja yang 

dilaporJ<an 

(output) j5%1 

b. Kim:rja yang 

dilapork.an 
(outcome) 

(10%) 

c.Kinerja Ulhun 

berjalan 

' (bcndunark) 

(5%1 
. . 

To"'1 100% 
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PELA.PORAN H.ASIL EVALUASI 

I. Umum 
a. Setiap swat tugas untuk pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kim:rja 

harus menghasilkan Kertas Kerja Fvalua,i {KKF:l clan Laporan Hasil 

Evn.luo.si (LHEI, Lo.porun Hasi! Evaluasi ini disusun bcrdasarkan 
berbli.glli pcngumpulan data clan fakta serta analisis yang 

didolrumentasikan dalam Kerta!I Kerja F.valU!ISi. 

b. Sumber data unruk pclaporan hasil evaluasi etae akuntabilitas 
kincrja instansi adalah Lembar Kritcria Evl.'l.luasi [LKEI Informasi 
dalam LKE m, h11ru!>. diisi clan disele5alkan selama proses evaluasi 

dilaksanakan. 

c. Bagi instansi yang sudah drevaluaal, pclaporan ho.sil cvaluasi 
diharapkan menyajikan inforrnasi tindak lanjut dari rekomendasi 

tahun scbclumnya, sehmgga. pembaca laporan dapal mcmpcrolch 

data yeng diperbandingkan dan dapat mengctahui perbaikan- 
pcrbaikan yang telah dilakukan. 

d. LHE Wllusun bcrd.asarkan pnn:o.ip kehau-hatian 

' 

mengungkapka.n hal-hai pentmg bagi pcrbrukan manajemen kinerjn 

instansi yang dievaluasi. Pennasslahan at.au temuan hasil cvaluasi 

(ten.tative findings} dan saran perbaikannya ban.is diungkapkan 

secara jetae dan dtkomumka'!1kan kcpada pmak mstansi yang 
dicvaluasi untuk mcndapatkan konfirmasi ataupun tanggapan 
secukupnya. 

e. Penulisan LHE harus mcngilruti kardah-katdah umum penuhsan 

La.poran yang bo.ik, yaitu lllltara lam: 

1) Pt:nggunwm kalimal dalam laponm, diupayak.an menggw:iakan 
kelimat yang jelas dan bersi.fat pe:-suasif untuk perbaikan Akan 

tetapi disarank.an tidak mcnggunakan ungkapan yang ambivalcn 

11.tau membingunglurn dal&m pru1W111 penyimpulan dan kompilasi 

data. 
2) Evaluator hnrus cennnt dalam menginterprctaaiklln dnta hasil 

evaluasi. menyimpulkan dan mcnuangkannya daJam laporan. 

r. l'ormat clan isi LHE disusun da1am bcntuk surat yang diatur lebih 

ef lanjut d .. ngan Kcputusan lnspektur 
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2 Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi 

a. lnspektorat menyampaikan Laporan hasil Evalua.si kepada Kepala 
SKPD yang telah dievaluasi SAKIP-nya. 

b. lnspt:ktorat menyampaikan tembusan Laporan Hasil Evaluasi 

kcpada Bupati. 

BABY 

PBIIUTUP 

Evaluasi at.as imp!ementas1 Srstem Akuntabilitas Kmerja meruJlllkan 

bagian dari slklus manajcme::i pcmcrin!ahan, yang t,,,,,rorientasi hasil. 

Oleh itu, para penyelenggara hendaknya senanuasa 

• 

mengembangkan keahlian profesionalnya Perkembangan baru dibidang 
manajcmen pemcrintahan dan bidang audit eerta evaluas, hendaknya 

terus diikuti agar dapat membenkan kontnbusi yang berarti untuk 

pcrbaikan kinerja instansi pcmerintah . 

Dengan d1tetapkannya Pcdoman Eva1uas.i atas lmplementasi SAKIP 

dilmgkup Pemenntah Kabupatcn, dlharapkan pclaksana evaluasr 

mempunyai acuan atau pedornan yang sarna dalam me!aksanakan 

evaluasl SAKlP. 

Pada akhimya kdx:rhasilan pdaksanaan evaluasi at.as implementasi 

SAKIP diharapkan dapat mencapw tujuan dari SAK.IP, yaitu 

cerla.ksananya perunRka,tan kmCIJA SKPD yang dievaluasi dan 

pcni.,gkatan akuntabilitas serta responsibilitasnya. 

Plt. BUPATI BARRU, 

BOPATI BARRU, 

l SALEH 

' 
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